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ABSTRAKSI 

Nama : Zidan Rachman Syachbani 

NIM : 202010110311191 

Judul : Poblematika Penetapan Penguasaan Anak Kandung Dalam Proses  

   Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum 

   (Studi Kasus Perkara Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.TA) 

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H 

 

Hukum di Indonesia mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  Perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh seorang anak diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 

Tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak 

dicabut dari kekuasaannya. Dalam praktiknya terdapat perbedaan kebijakan atau aturan yang 

dibuat oleh Kepala Kantor BPN seperti, ada yang mensyaratkan bahwa untuk penjualan tanah 

yang di dalamnya tersangkut anak dibawah umur harus ada izin atau penetapan terlebih dahulu 

dari hakim pengadilan agama setempat. Tulisan ini akan memfokuskan pada seberapa penting 

Penetepan PenuasaAnak diperlukan bila yang diajukan adalah anak kandung dari orangtuanya 

yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan demi memenuhi syarat peralihan hak atas tanah 

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Metode pendekatan yang peneliti gunakan 

adalah pendekatan dengan metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis mendalam 

yaitu dengan mengkaji masalah berdasarkan kasus per kasus karena dengan mengkaji seperti itu 

sifat dari satu masalah satu berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dilanjutkan dengan 

menggunakan penelitian deskriptif yang dapat menggambarkan semua data baik dari subjek 

maupun objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan peraturan-peraturan 

yang berlaku dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Penetapan penguasaan anak ini 

seharusnya tidak perlu ada, anak yang masih dibawah 18 tahun atau belum menikah secara 

otomatis berada di bawah kekuasaan orangtuanya sehingga orang tuanya dapat mewakili semua 

perbuatan hukum atas nama anak tersebut baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan 

tanpa memerlukan penetapan dari Pengadilan. 

 

Kata Kunci : Penetapan, Anak Kandung, Pengadilan 
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ABSTRAKSI 

Nama : Zidan Rachman Syachbani 

NIM : 202010110311191 

Judul : The Problematics of Determining Tenure of a Biological Child in The  

   Process of Transferring Land Rights Viewed From The Aspect of Legal 

   Certainty 

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,M.H 

 

Indonesian law defines a child as someone who is not yet 18 (eighteen) years old and not 

married, including children who are still in the womb.  Legal actions carried out by a child are 

regulated in Article 47 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage which 

states that children who have not reached the age of 18 years or have never been married are 

under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority. In practice, 

there are differences in the application of the provisions made by the BPN, for example, some 

require that for the sale of land in which minors are involved, there must be prior permission or 

determination from the local religious court judge. This paper will focus on how important the 

Child Ruler's Determination is needed when the proposed is the biological child of his parents 

who need a Determination from the Court in order to fulfill the requirements for the transfer of 

land rights from the Tulungagung Regency Land Office. The approach method that researchers 

use is a qualitative method approach carried out using in-depth analysis, namely by examining 

problems on a case-by-case basis because by examining like that the nature of one problem is 

different from the nature of other problems. Followed by using descriptive research that can 

describe all data from both the subject and the object of research then analyzed and compared 

based on applicable regulations and phenomena that occur today. The determination of child 

control should not be necessary, children who are under 18 years old or unmarried are 

automatically under the authority of their parents so that their parents can represent all legal 

actions on behalf of the child both in court and outside the court without requiring a 

determination from the Court. 

Key Words : Court, Biological Child, Determination 
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